PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAIH,
SEKRETARIAT DPRD, DAN KECAMATAN
KABUPATENLAMPUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUH~AN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

F’ Menimbang bahwa untuk mc!aksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah

Nomor 4! Tahun 2007, dipandang perlu melakukan penataan
organisasi perangkat daerah;

2

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2000 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
i Sekretariat DPRD, dan Pemerintah Kecamatan dipandang tidak
sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas,
perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sckretariat DPRD, dan
Kecamatan,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan
Dacrah Tingkat | Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Nomo. 2688);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan 1.embaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang  Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat [T Way Kanan, Kabupaten Dacrah
Tingkat Ii T.empung Timur, dan Kotamadya Dacran Tingkat I
Mctro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
46, Tambuhau Lembaran Negara Nomor 3825);

4. Undang-Undrng Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintalian
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Megara Nomor 4437) scbagaimana telah

: diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang

: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

F 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32

4 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

; Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

i 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
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9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daersh Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang
Pedoman Organisasi Kecamatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Caerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007
Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menetapkan

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD

DAN KECAMATAN.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Bupati adaiah Bupati Lampung Timur,

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Lampung Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretarls Dacrah Kabupaten Lampung Timur,

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lainpung,

Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur.

Pimpinan satuan organisasi adalah pimpinan organisasi di lingkungan sekretariat daerah,
sekretariat DPRD dar. kecamatan Kabupaten Lampung Timur.

1.
2.

3.
4.

BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD dan Kecamata:.
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BAR Il
ORGANISASI

Bagian Pertam:
Sekretariat Daerah

Paiagraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Sekretariat Dueruls adalah unsur staf yeng berada diawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati.

(2) Sekretariat Daer::h dipimpin oleh seorang Sckretaris Daerah,

(3) Sekretarls Duzrah berkedudukan di bawab den bertanggung jawab kepuda Bupati.

Pasel 4

Sekretariat aersh mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dacrah dan lembaga teknir daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah
mempunyai fungsi :

penyusuran kebijakan pemerintahan daerah;

pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintaha daerah;

pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

pelaksanaan tugas !ain yang diberikan oleh Bupali sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dacrah terdiri dari :
a. Asisten Bidang Pemerintahan dan K.esejahteraan Rakyat (Asisten I) yang membawahi :
1. Bagiar. Pemerintahan Umum terdiri dari :
» Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum
- Sib Bagian Otonomi Daerah
- Sub Bagian Pertanahan
2. Bagian Femerintahan Desa/Kelurahan
- Sub Bagian Admi iistrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
- Sub Begian Perangkat dan Pengembangan Desa/Kelurahan
- Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan
3. Bagian Hukum terdiri dari :
- Sub Bagian Perundang-undangan
- Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Sud Dagian Dokuinentasi Hukum
4. Bagian Kescjahteraan Rakyat teidiri dari :
- Suh Bagian Kesejahteraan Sosial
- Sub Bagian Agama
- Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga

b. Asisten Bidang Perekonomian dan Fembangunan (Asisten II) yang membawahi :
1.Bagian Perekonomian terdiri dari :
- Sub Bagian Pengembangan Perekonomian
- Suo Bagian Produksi Daerah
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- Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Koper.si
2.Bagiun Administrasi Pembangunan terdiri duri :

- Sub Bagian Administrasi Progran

- Sub Bagian Pengendalian/Monitoring P’rogram

- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

¢ Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) yang membawahi ;
1.Bagian Umum dan Perler.gkapan terdiri dari :
- Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga
- Sub Bagian Pengadaan _
- Sub Bagian Distribusi dan Penyimpanan
2.Baylan Keuangan terdiri darf :
- Sub Bagian Perbendaharaan
- Sub Bagian Anggaran
- Sub Bagian Belanja Pegawal can Pembukuan
‘3.Bagian Orgenisasi dan Tata Lakeana terdm dari: '
- Sub Bagian Kelembagaen . e
- Sub Bugian Ketatalaksanaan |
- Sub Bagian Analisis Jabatan
4.Bagian Prctokol dan Kehumasan terdiri dari :
- Sub Bagian Tamu dan Upacara
- Sub Bagian Perjalanan Pimpinan
- Sub Bagian Kehumasan

d.Kelompok Jakatan Fungsional

{(2) Bagan Stiuktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedun
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

(1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD;

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.

(3) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
pimpinan DPRD dan secara administratif btertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Dacrah.

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesckretariatan,
adiminitrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan meryediakan serta
mengkoordinasikan tcnaga ahli yang diperlukan oleh DPRD scsuai dengan kemampuan
keuangan dacrah.

Pasal 9

Untuk menyelenpgarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekeetariat DIPRD
mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b, penyelengguraan administrasi kenangan DPRD;

¢. penyelengparaan rapat-rapat DPRD;

d. penyediaan dan pengkoordinasiaan tenaga ahli yang diperluka oleh DPRD, dan

e. pengkajian Jan penelaahan hukur dan perundang-undangan.



Pearagraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan QOrgenisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
a. Sekretaris Dewan;
b. Bagian Umum terdiri dari :
- Sub Bagian Rumah Tangga
- Sub Bagian Tata Usaha
- Sub Bagian Humas
c. Bagian Legiiasi terdiri dari :
- Sub Bagian Peagkajian Hukum
- Sub Bagian Perundang-undangan
- Sub Bagian Dckumentasi dan Perpustakaan
d. Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari :
- Sub Bagian Persidar.gan dan Risalah
- Sub I3agien Protokol
- Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan
¢. Bagian Keusngan terdiri dari ;
- Sub agizn Anggaran dan Perjclanan Dinas
- Sub Bagian Perbendaharaan
- Sub Bagian Pembukuar: dan Verifikasi

(2) Bagan Stiukiw Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam I.ampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kecamatan

I'aragraf |
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Fasal 11

(1) Kecamatar: merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dan dipimpin oleh
seorang Cainat

(2) Camnat be:kedudukan di bawah «an bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Dacrah.

Pasal 12

(1) Camat mempunyui tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untik menangani sebagian uiusan otonomi daerah,

(2) Pelimpahan scbagian kewenangan Bupati sebagainiana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

(3) Sebagian iugas Camat scbagairnana dimeksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada
Lurah.

Pasal 13

Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
mengkoordinasikan kegiatan peinberdayaa masyarakat;

megkoordinasikan upaya |.enyelengyarean ketentraman dan ketertiban umum;
mengkoodinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasiiitas pelayanan umum;
mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemeritahan di tingkat kecamaian;

con o



f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. meluksanakan pelayaran masyarskat yung menjadi riang lingkup tugasnya dan/atau yang
belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 14 .
(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
a. Camat;
b. Sckretariat Kecamatan :
- Sub Bagian Kepegawaian;

- Sub Bagian Keuangan;

- Sub Bagian Umum.

Seksi Pumerintahan;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Seksi Pcrkonornian dan Kesejahtersan Sosial;
Seksi Pendidikan;

Kelompok Jabatan Fungsional

DR D

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam L.ampiran [I1 Peraturan Daerah ini

BAB 1V
ESELONERING

Pasal 15

(1) Sckretaris Dacrah merupakan jabatan struktural eselon Ila.

(2) Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural zselon IIb.

(3) Kepala Bazian dan Camat merupakan jabatan struktural esclon Illa.

(4) Sekretaris K ecamatan merupakan jabatan struktural eselon IlIb.

(5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan stiuktural eselon [Va, sedangkan
Kepala Sub Bagian pada sckretariat hecamatan merupakan jabatan struktural csclon [Vb.

BABY
KE] OMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdir: dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional
yang lerbagi dalam berbagai kelompk sesuai dengan bidang kcahliannya.

(2) Setiap kelompk jabatan fungsional dikoordinasikan seorang tenaga fungsional senior sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap jabatan fungsional melaksanakan tugas secara profesional yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang mengawr jabatan fugsional dimaksud.



BAB V1
STAF AHLI

Pasal 17

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 5 (lima) orang Staf Ahli.
(2) Staf Ahli diangl:at dan diberhentikan olcl Bupati dari pegawai negeri sipil.
(3) Staf AL Lsupati merupakan jabatan struktural eselon b,

Pasal 18

(1) Staf Ahli ;nempunyai tugas memberiken teluohan mengenai masalah pemerintaban dacrah
sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam pelaksanacn tugasnya, Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan olel Sckretaris
Daerah

Pasal 19

Staf Ahli terdici dari :

Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;

Staf Ahli bidang Pemerintahan;

Staf Ahli bidang Pembangunan;

Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Suraber Daya ! fanusia;
Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
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BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 20

(1) Sekretaris Daerah diangkat den diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuni dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretaris DPRD Jdiangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan DFRD.,

(3) Asisten Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi
dengan Gubernur.

(4) Kepala Bagian, Camat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan
oleh Bupat: atas usul Sekretaris Daerah.

(5) Kepala Sut Bagian pada Sekretariat Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21
Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan
PerUndang-Undangan yang berlaku

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam wclaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan
fungsionai wajib menerapkan prirsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masinz-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah
daerah serta dengan instansi vertical sescai dengan tugas masing-masing.



(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan
bilatejadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawabhannya.

(4) Setiap pimpinan organisasi wajib megikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab
kepada atastn masing-masing dan meuyiepkan laporan berkala tepat pada waktunya,

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalom meryampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan satuan orgamsasi wajib iengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan secara
berkala. .

(2) Setiap lapoian yang diterima oleh pimpinan satiian organisasi dari bawahan wajib diolah dan
dipergunaken sebugni bahan penyusunan laporen lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kcpada bawahannya,

Pasal 24

Dalam pelaksanaan koordinasi Asisten dikelompokkan menjadi :

a. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraen Rakyat meliputi : Pertanahan, Kependudukan dan
Cataten Sipil, Pengawasan, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta
Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Tata Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan
Perempuun dan Keluarga Berencana,

b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan meliputi : Perencanaan Pembangunan, Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan, Pertambangan dan Energi, Pariwisata Kebudayaan dan Seni,
Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Penanaman Modal. Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Cipta Karya dan Tata Ruang, Bina
Marga, Pengairan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan
Pelayanan Publik. '

¢. Bidang Administrasi Umum meliputi : Kepegawaian dan Diklat, Keuangan, Pendapatan dan
Kekayaan Daerah, Perpustakaan, Arsip, Dokumentasi, Organisasi dan Tata Leksana, Umum
dan Protokol.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur dalom Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tcknis

pelaksannannya scrtn uraian tugas mnsing-masing pimpinan satuan orgunisasi akan diatur
dengan Peraturan Bupali.



Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3$ Tahun 2000
Teatang Peinbentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan
Pemerintah Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daesah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerak Kabupaten Lampung Timur.,

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2007
BUPATI LAMPUNG TIMUR,
dto
SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH,
dto
[ WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 2|

[epalisasi
KEPALA BAGIAN HUKUM

Pembina Tk']
NIP. 010166328




Nomors % Tahun 2007

Bagan Struktur Organisasi Sekretarizt Dacrah Kab. Lan Tim

" WAKIL BUPATI "

n BUPATI H -

STAF AHLI

I

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT DAERAH

i g v

1.Staf Ahli Bidang Hukum & Politi

2.Staf Ahli Bidang Pemerintahcr

3.31af Ahli Bidang Pembangunan

4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatay
& Sumber Daya Manusia

]
| J;. 5.Staf Ahli Bidang Ekonomi &
[ Keuangan
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| : Peranran Daerah Kabupater. Lampung Timun
Nomor Zi Talnm 2007
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab. Lam Tim

SEKRETARIAT DPRD

l , |

BAGIAN UMUM BAGIAN LEGISLASI

BAGIAN PERSIDANGAN &
RISALAH

1 ,

BAGIAN KEUANGAN

|

I

|

SUBBAG ANGGARAN &

PERJALANAN DINAS

———

e

SUBBAG PERBENDAHAAN

—

SUBBAG SUBBAG SUBBAG PERSIDANGAN &
RUMAH TANGGA PENGKAJIAN HUKUM RISALAH
SUBBAG SUBBAG PROTOKOL
] SUBBAG TATA USAHA PERUNDANG-UNDANGAN
SUBBAG ALAT KELENGKAPAN
SUBBAG DOKUMENTASI & DEWAN

7 SUBBAG HUMAS PERPUSTAKAAN

Legalisast

ai;TAG HUKUM,
L ALYAT

[0 Pl

SUBBAG PEMBUKUAN &
- VERIFIKASI

—

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
dto

SATONO
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Lampiran [l : Pexaturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
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